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ABSTRAK

Kebutuhan ekonomi masyarakat terus meningkat, mendorong banyak orang
untuk berwirausaha, salah satunya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (Selanjutnya
disebut PKL). Namun, lokasi berjualan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan
usaha mereka. Banyak PKL memilih trotoar atau bahu jalan sebagai lokasi berdagang
karena dianggap strategis dan ramai dengan arus lalu lintas, yang berpotensi menarik
lebih banyak pelanggan. Fenomena penggunaan trotoar oleh PKL ini dapat ditemukan
di berbagai tempat, termasuk di trotoar Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah
Mada (Selanjutnya disebut UGM). Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah
penggunaan trotoar sebagai lapak berjualan oleh PKL, yang memunculkan pertanyaan:
Bagaimana praktik sewa menyewa lapak di trotoar Graha Sabha Pramana UGM? Dan
bagaimana status hukum pengalihan hak sewa lapak PKL di lokasi tersebut? Masalah
ini dianalisis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada
keabsahan akad atau transaksi dalam penggunaan trotoar sebagai lapak berjualan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalan penelitian lapangan atau field
research. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus paguyuban,
pedagang kaki lima dan, Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Keja dan
Lingkungan (Selanjunya disebut PK4L) UGM. Penelitian ini bersifat kualitatif
menggunakan penelitian analitik-komparatif. ~ Pendekatan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mendalam tentang praktik pengalihan hak sewa dan analisis
hukum dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lapak PKL di
trotoar Graha Sabha Pramana UGM tidak dikenakan biaya sewa bagi pedagang lama
yang termasuk anggota paguyuban terhitung sejak pertama kali dibentuk tahun 2003.
Namun, jika ada pedagang baru yang ingin berjualan, mereka harus melalui prosedur
yang melibatkan paguyuban. Paguyuban bertugas mencarikan lapak dari pedagang
lama yang sudah tidak berjualan, dan pedagang baru diwajibkan membayar uang sewa
sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan status hukum pengalihan hak sewa lapak
pedagang kaki lima di trotoar Graha Sabha Pramana UGM menurut perspektif hukum
Islam dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Fokus utama
terletak pada kejelasan manfaat dan kesepakatan para pihak, tanpa mempersoalkan
status kepemilikan trotoar. Sebaliknya, dalam perspektif hukum positif, transaksi ini
tidak sah karena bertentangan dengan aturan penggunaan fasilitas umum dan syarat sah
suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata kunci: sewa menyewa, peralihan hak, pedagang kaki lima.



ABSTRAK

The increasing economic demands of society have encouraged many
individuals to pursue entrepreneurship, one of which is by becoming street vendors
(hereinafter referred to as PKL). However, the choice of location plays a crucial role in
the success of their businesses. Many PKL prefer to trade on sidewalks or road
shoulders due to their strategic location and high traffic flow, which have the potential
to attract more customers. This phenomenon of utilizing sidewalks by PKL is
widespread and can be observed in various locations, including the sidewalks of Graha
Sabha Pramana at Universitas Gadjah Mada (hereinafter referred to as UGM). One of
the main issues arising from this is the use of sidewalks as trading spaces by PKL,
which raises questions: How is the practice of leasing trading spaces on the sidewalks
of Graha Sabha Pramana UGM conducted? And what is the legal status of transferring
lease rights for PKL trading spaces in this area? These issues are analyzed from the
perspectives of Islamic law and positive law, focusing on the validity of contracts or
transactions involving the use of sidewalks as trading spaces.

The research method employed in this study is field research. Data were obtained
through interviews with paguyuban administrators, street vendors, and the Center for
Security, Safety, Occupational Health, and Environment (hereinafter referred to as
PK4L) at UGM. This study is qualitative in nature and employs an analytical-
comparative approach. This approach aims to provide an in-depth depiction of the
practices of lease right transfers and legal analysis from the perspectives of both Islamic
law and positive law.

The research findings indicate that the practice of leasing trading spaces for PKL on
the sidewalks of Graha Sabha Pramana UGM does not impose rental fees on long-time
vendors who are members of the paguyuban since its establishment in 2003. However,
for new vendors wishing to trade, they must follow procedures involving the
paguyuban. The paguyuban facilitates the process by finding spaces from previous
vendors who no longer operate, and the new vendors are required to pay a rental fee as
agreed. In terms of Islamic law, the legal status of transferring lease rights for PKL
trading spaces on the sidewalks of Graha Sabha Pramana UGM is considered valid,
provided it meets the pillars and conditions of an ijarah contract. The primary focus
lies on the clarity of the benefits and the mutual agreement between the parties, without
questioning the ownership status of the sidewalks. Conversely, in the perspective of
positive law, this transaction is deemed invalid as it violates the regulations regarding
the use of public facilities and the requirements for a valid agreement as stipulated in
Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata).

Keywords: leasing, transfer of rights, street vendors.
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MOTTO

“And if anvone puts his trust in Allah sufficient is Allah

for him, For Allah will surely accomplish His purpose”

Qur’an 65:3

“Ain't about how fast | get there

Ain't about what's waiting on the other side

It's the climb and evervone has their own timeline”
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

HurufArab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif o tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
< sa’ § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
= ], 1 ha (dengan titik di
bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7z ze (dengan titik di atas)
D ra’ R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es

viii



o Syin Sy es dan ye
= Sad s es (dengan titik di bawah)
B Dad d de (dengan titik di
bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
N . , zet (dengan titik
dibawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W W
° ha’ H Ha
g Hamzah i Apostrof
S Ya Y Ye
B. Konsonan Rakap karena syaddah
5 s e Ditulis muta addidah
Sie Ditulis “iddah

C. Ta’marbuthah di akhir kata




1. Bila dimatikan ditulis: h

R Ditulis Hikmah

ale Ditulis “illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

9\?8)5))\ LS Ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau

h.
il 35y Ditulis zakatul fitri
D. Vokal Pendek
< 1 B A
Fathah Ditulis
ay; fa’ala
|
T Kasrah Ditulis ‘
- Zukira
. U
- Dammah Ditulis
»:j{ijs YaZhabu




E. Vokal Panjang

fathah + alif Ditulis A
lals ditulis jahiliyyah
ditulis a
+va’ i
fathah + ya’ mati ditulis yas'a
P ditulis T
kasrah + ya’ mati ditulis karim
. ditulis a
& ditulis furad
dammah + wawu mati
P97
F. Vokal Rangkap
fathah + ya' mati Ditulis Al
f’i‘“ ditulis bainakum
- ditulis au
fathah + wawu mati N
. ditulis gaul
J3s
G. Vokal Pendek
Lok Ditulis a'antum
vb\\
Ditulis la'in syakartum

. - -
%ol . o,
("JS"‘"’ s

H. Kata Sandang Alif+Lam

Xi




Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji, namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

Ditulis
Ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan hutuf syamsiyah yang

mengikutinya, engan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

Ditulis
Ditulis

Asy-Syams

As-sama

I.Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut

penyusunannya.
}}S\ y Ditulis zawi al-Furtd

o i
LY Ditulis ahl as-Sunnah

AN




J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam
EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

“e . 807,

Contoh:0Uzas; 465 ditulis Syahru Ramadan.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.

C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan

sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

Ot S8 & 0230 (ya Ullae T it oy il 3505 B Al B 5ady b R0 5 A0l 5 5205 4 2aa) )
Jim 2l Alshys shie aaas G dgals | AT oty san 540 YAl Y & Al A oole S8 il Gy Al

8o Gl Gimadl adiagall e 5 akak Gan Je & s el
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, serta memperhatikan
dengan detail hubungan interaksi baik antar manusia dengan Tuhan-Nya maupun
antar manusia dengan manusia. Segala kegiatan interaksi yang merupakan hasil dari
hubungan manusia antar manusia dalam islam diatur dalam sebuah syariat islam
yang disebut dengan muamalah. Dalam pembagiannya, muamalah mencakup di
dalamnya hubungan antar manusia dengan objek kebendaan seperti halnya jual beli.
Kegiatan muamalah yang merupakan akad jual beli diperbolehkan dan dihalalkan
selama memenuhi rukun dan syaratnya serta selama praktik jual beli terebut tidak

menimbulkan riba. Dasar hukum dari jual beli sendiri tertera pada Al-Qur’an:
e 5 ) W G

Penulis akan membahas salah satu kegiatan dalam muamalah, yang di
dalamnya juga terdapat akad jual beli yaitu ljarah. ljarah merupakah salah satu
bentuk dari kegiatan muamalah yang menurut bahasa, ljarah memiliki arti upah,
ganti, atau imbalan dan dalam istilah umum berarti sewa menyewa. Pengertian

umum dari ljarah yakni meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau

1 Al-Bagarah (2): 275



suatu kegiatan?. Dasar hukum yang melandasi adanya suatu kegiatan sewa

menyewa ini juga telah tertera dalam Al-Qur’an yaitu:
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Ayat tersebut mengandung konteks sewa-menyewa, dimana seorang
majikan telah menyewa tenaga pekerja dengan bayaran berupa upah tertentu. Pada

ayat diatas obyek yang disewakan merupakan jasa atau tenaga.

Ketentuan hingga larangan tentang sewa menyewa di Indonesia telah
diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pada pasal 1548 sampai
dengan pasal 1600 KUHPerdata. Sewa-menyewa dalam pasal 1548 KUHPerdata

memiliki pengertian yaitu,

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang
lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh
pihak terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap
maupun yang bergerak.*

Agar perjanjian sewa-menyewa sah, harus memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan,

kecakapan para pihak, suatu hal tertentu sebagai obyek sewa, dan sebab yang halal.®

2 Helmi Karim, Figh Muamalah ( Jakarta: Rajawali Press. 1993), him.9.
3 Al-Qashas (28): 26
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VIl Tentang Sewa Menyewa, Pasal 1548.

SKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.



Barang yang menjadi obyek sewa dapat berupa benda bergerak, seperti kendaraan
atau alat elektronik, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau
ruang usaha. Dalam hal ini, barang yang disewakan harus berada dalam penguasaan

atau kepemilikan pihak yang menyewakan.®

Menurut ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata, pihak yang menyewakan
memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan barang dalam keadaan yang layak
digunakan, menjaga barang agar tetap dapat digunakan sebagaimana tujuan
penyewaan, dan memberikan kenikmatan barang kepada penyewa selama masa
perjanjian tanpa gangguan’. Sebaliknya, pihak penyewa memiliki kewajiban untuk
membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati, menjaga barang yang
disewakan seperti seorang kepala keluarga yang baik, dan mengembalikan barang
setelah masa sewa berakhir dalam keadaan sebagaimana diterima, kecuali jika telah

disepakati lain®.

KUHPerdata juga mengatur bahwa perjanjian sewa-menyewa dapat
berakhir karena beberapa sebab, antara lain berakhirnya jangka waktu yang
disepakati, adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian lebih awal, atau karena

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal

® R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 25.
" Op.cit., Pasal 1550.

8 Op.Cit., Pasal 1560.



1600.° Dalam kasus tidak terpenuhinya kewajiban, pihak yang dirugikan dapat
meminta pembatalan  perjanjian melalui pengadilan.’® Sewa-menyewa
mencerminkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di mana
para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan sewa selama tidak bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.!*

Kegiatan sewa menyewa dewasa ini semakin berkembang begitu pula
masalah yang muncul juga semakin beragam. Salah satu masalah mengenai sewa
menyewa yang terjadi di masyarakat yaitu adanya praktik sewa-menyewa lapak
pedagang kaki lima (selanjutnya disebut PKL) di trotoar Grha Sabha Pramana
UGM. Praktik sewa-menyewa disini terjadi antara pedagang lama yang terlebih
dahulu berjualan dan menempati lapak tersebut dengan penyewa, yaitu pedagang

baru yang ingin berjualan di trotoar Grha Sabha Pramana UGM.

Akad pada transaksi sewa menyewa lapak yang dilakukan oleh PKL dalam
prespektif hukum islam akan sah apabila sempurna rukun dan syaratnya.
Sebagaimana yang telah diatur oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan objek ijarah. Objek ijarah merupakan
manfaat dari penggunaan suatu barang atau jasa, manfaat barang atau jasa harus

bersifat diperbolehkan atau tidak haram. Kesanggupan memenuhi manfaat harus

° Op.Cit., Pasal1600.
10 Subekti, Op.Cit., HIm.55

11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.



nyata dan sesuai dengan Syariah. Manfaat harus kembali secara spesifik sedemikian
rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang bisa mengakibatkan
sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka

waktunya, bisa dengan dilakukannya identifikasi fisik!2.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas terdapat
persoalan yang terjadi di lapangan bahwa adanya praktik jual beli lapak. Penulis
akan meneliti bagaimana status hukum lapak yang disewakan setelah adanya
peralihan penyewa dari pedagang lama ke pedagang baru, apakah lapak tersebut
diakui keabsahannya dalam pandangan hukum islam dan pandangan hukum positif.
maka dari itu Penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan
mengangkat penelitian yang berjudul “Status Hukum Peralihan Hak Sewa
Lapak Pedagang Kaki Lima dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

(Studi Kasus di Trotoar Grha Sabha Pramana UGM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan
masalah dengan merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik sewa menyewa lapak PKL di trotoar Grha Sabha Pramana

uGM?

12 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 09 /DSN-MUI/I\V/2000
tentang Pembiayaan ljarah



2. Bagaimana perbandingan status hukum lapak yang disewakan setelah adanya

peralihan penyewa dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini hendak
dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek sewa menyewa lapak PKL di trotoar
Grha Sabha Pramana UGM.
2. Untuk mengetahui perbandingan status hukum lapak yang disewakan setelah
adanya peralihan penyewa lapak dalam prespektif hukum islam dan hukum

positif.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
dalam upaya mengetahui keabsahan hukum pada transaksi sewa menyewa lapak
di trotoar Grha Sabha Pramana UGM yang terjadi di masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi
akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di

luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka



Telaah Pustaka bertujuan untuk diperolehnya suatu gambaran yang
berkaitan langsung dengan topik pembahasan yang akan diteliti, berkaitan dengan
beberapa penelitian terdahulu sehingga penulis berharap tidak terjadi adanya
pengulangan dan duplikasi. Sebenarnya kajian dan pembahasan mengenai hak
kepemilikan dan sewa menyewa, sudah banyak dilakukan oleh
peneliti terdahulu. Maka dari itu, perlu dipaparkan beberapa hasil penilitian yang
pernah ada agar penilitian ini lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan
atas penelitian terdahulu dan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Berikut Penulis
memaparkan beberapa literatur yang menjadi rujukan.

Pertama, skripsi yang ditulis Dwi Amita Budiarti (2018) yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di
Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di JI. Jati Baru Kel. Kampung
Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat) ", dalam penelitianya menyimpulkan bahwa
kegiatan PKL yang berjualan di JI, Jati Baru tersebut dinilai mengganggu
kenyamanan pengguna jalan, dan adanya larangan tersebut dalam tinjauan hukum
islam agar tercapainya maslahah bersama bagi pengguna jalan, namun bukan tanpa
alasan para pedagang berjualan di sepanjang trotoar tersebut, disebabkan beberapa
faktor seperti pendidikan dan ekonomi yang membuat mereka berjualan bukan

ditempatnya'®. Hal yang membedakan dengan topik yang dibahas penulis yaitu,

13 Dwi Amita Budiarti, “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pedagang Kaki Lima
Berjualan di Fasilitas Umum”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.



pada penelitian ini penulis membahas mengenai transaksi sewa menyewa area jalan
yang digunakan untuk berjualan yang mana area tersebut merupakan trotoar yang
tidak bisa dijual belikan ataupun disewakan.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL” oleh Khozainul Ulum
(2016), meneliti pada kasus Paguyuban Pujasera “Makmur” di jalan Prof. Dr.
Hamka Ngaliyan Semarang, yang mana membahas tentang kepemilikan lahan yang
digunakan untuk berjualan para PKL. Diketahui bahwa Ketua Paguyuban tersebut
yang melakukan perjanjian dengan para PKL untuk menyewakan lahan yang
merupakan bagian dari area public yang mana merupakan kewenangan
pemerintah*. Hal yang membedakan dalam topik ini ialah objek yang disewakan
bukanlah trotoar yang dilarang digunakan untuk berjualan, area trotoar Grha Sabha
Pramana UGM telah mendapat izin untuk berjualan pada waktu tertentu namun
diduga terdapat transaksi jual beli lapak dalam menyewa trotoar tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chairur Rozikin (2013) yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki
Lima Di Malioboro Yogyakarta”, Dalam penelitiannya membahas bagaimana
praktik sewa menyewa antara pedagang lama sebagai empunya lapak dengan

pedagang baru yang merupakan penyewa lapak di sepanjang jalan malioboro yang

14 Khozainul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai
Lapak Berdagang PKL (kasus Pada Paguyuban Pujasera Makmur Di jalan Prof. Dr. Hamka
Ngaliyan Semarang)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang 2016.



merupakan kawasan wisata dan memang telah diperbolehkan untuk berjualan®®.
Dalam penelitian ini yang membedakan ialah fokus penelitian peulis ada pada status
keabsahan hukum lapak yang telah dialihkan penyewaanya dari pedagang lama ke
pedagang baru menurut hukum perdata dan hukum islam.

Keempat, Jurnal oleh Ni Luh Yulia Puspadanti dan | Negah Suantra (2018)
yang berjudul “Peralihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Rumah apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya
Jangka Waktu”, dalam jurnal tersebut membahas tentang klausa hak dan kewajiban
penyewa dalam pernjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan tentang
pengalihan hak sewa sebelum batas waktu sewa berakhir, maka apabila demikian
hubungan hukum antara pemilik dan penyewa rumah pertama telah berakhir dan
hubungan hukum yang baru ialah hanya antara penyewa pihak ketiga dan pemilik
rumah'®. Dalam penelitian ini yang membedakan ialah telah ada aturan yang
mengatur bahwa area trotoar Grha Sabha Pramana UGM tidak boleh dijual belikan
namun realita yang terjadi di lapangan berbeda dengan aturan yang telah dibuat.

Kelimat, Jurnal oleh Muhammad Soleh Aminullah (2020) yang berjudul
“Pengalihan Hak Sewa Tanah dalam Perspektif Figih Muamalah, KUHPerdata, dan

KHES”. dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai sudi kasus pengalihan

15 Chairur Razikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak
Pedagang Kaki lima di Malioboro Yogyakarta *, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

16 Ni Luh Yulia, I Negah Suantra, “Peralihan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa
Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhinya Jangka
Waktu”, Jurnal llmu Hukum, Vol.4 No 3, Universitas Udayana, Oktober 2018.



lahan pertanian di desa Jatimulyo, Kunir, Lumajang yang mana penyewa lahan
telah menyewakan kembali lahan pertanian tanpa sepengetahuan dari pemilik!’.
Dalam skripsi ini yang membedakan ialah status kepemilikan dari lapak yang
disewakan bukanlah milik pribadi seperti lahan pertanian, sehingga menimbulkan
pertanyaan mengenai staus keabsahan area trotoar Grha Sabha Pramana UGM yang
disewakan kembali.

Berdasarkan dari beberapa telaah Pustaka diatas, belum ditemukan
penelitian mengenai “Status Hukum Peralihan Hak Sewa Lapak Pedagang Kaki
Lima Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, yang mana dalam
penelitiannya memiliki perbedaan secara mekanisme praktik sewa menyewa yang
terjadi, lokasi penelitian yang berbeda, dan juga penelitian mengenai status hukum
objek dalam hukum islam dan hukum positif. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktek sewa menyewa lapak yang

terjadi di trotoar Graha Sabha Pramana UGM.

E. Kerangka Teoretik
Berdasarkan pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang, serta

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari

17 Aminullah Muhammad Soleh, “Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Prespektif Figih
Muamalah, Kuhperdata, dan KHES” Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol.5 No.2, UIN Sunan
Kalijaga, Deseember 2020.
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penelitian ini adalah berdasar pada teori hukum positif, teori hukum islam dan teori
perbandingan hukum.
1. Teori Hukum Positif

Dalam hukum positif sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Pokok dari sewa menyewa adalah perjanjian, yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan diri satu sama lain untuk
melakukan kegiatan sewa menyewa. Maka dari itu isi dari sewa menyewa sendiri
merupakan perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain untuk melaksanakan suatu hal sesuai kesepakatan bersama. Hubungan antara
keduanya menimbulkan suatu ikatan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak.
Perikatan adalah rangkaian perkataan yang memuat janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis. Dalam implementasinya janji yang telah tertulis disebut
dengan perjanjian.®

Perjanjian merupakan dasar hukum yang mengakibatkan perikatan. Dalam
KUHPerdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.'® Pasal ini menjelaskan tentang

arti perjanjian yang menggambarkan dua pihak saling mengikatkan diri. Sedangkan

18 Subekti, Hukum perjanjian, cetakan ke VI, Intermasa, 1979. him 1.

19 Pasal 1313 KUHPerdata.

11



menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih bersadarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum?
Perjanjian dalam KUHPerdata dapat dinyatakan sah apabila memenuhi
syarat sah perjanjian sebagai berikut:?:
a. Kesepakatan
Perjanjian dapat terbentuk apabila terjadi kesepakatan antar dua belah
pihak yang melakukan perjanjian.
b. Kecakapan
Seseorang dapat dikatakan cakap dalam Membuat perjanian apabila cakap
dalam melakukan perbuatan hukum juga yaitu setiap orang yang sudah dewasa dan

berakal sehat.

Perjanjian dalam penelitian ini adalah suatu persetujuan antara pemerintah
daerah dengan para PKL yang menyewa trotoar untuk dijadikan lapak berjualan.
Selain itu, terdapat juga perjanjian yang terjadi setelah adanya peralihan hak sewa
antara para pedagang lama dengan pedagang baru. Dengan adanya dugaan alih sewa
lapak antara pedagang lama dan pedagang baru maka perlu adanya kejelasan terkait
status hukum peralihan hak sewa lapak yang terjadi dalam persepektif hukum

positif.

20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty,
1986, him.103.

21 pasal 1320 KUHPerdata
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2. Teori Hukum Islam

Dalam hukum islam masalah sewa menyewa termasuk dalam bahasan
fikih muamalah, secara bahasa terdiri dari dua kata fikih yang berarti faham dan
muamalah yang berarti beinteraksi. Secara terminologi muamalah dapat memiliki
banyak arti berdasarkan ruang lingkupnya. dari berbagai definisi muamalah
tersebut muamalah dapat diartikan dengan hukum hukum Syariah yang mengatur
hubungan antar manusia dalam perkara harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Drs. Masduha Abdurrrahman fikih muamalah memiliki arti khusus yaitu “hukum-
hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan manusia sesama manusia
dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan
persengketaan mereka’?

Teori hukum islam sebagai landasan teoretik penelitian ini karena di
dalamnya mengatur hukum sewa-menyewa atau yang biasa disebut ijarah. Ada
beberapa pengertian sewa-menyewa menurut para ulama. Berdasarkan definisi
tersebut sewa menyewa dapat disimpulkan dengan memberikan sesuatu barang atau
benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah

disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima harus

memberikan upah sebagai imbalan atas kebermanfaatan barang atau benda tersebut

22 Hariman Surya, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung:
Remaja Rosdakarya,2019), him.6.
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dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun landasan hukum ijarah
berdasarkan al qur’an yaitu:

& 2
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Ayat diatas menjelaskan tentang aturan pemberian upah kepada ibu
sepersusuan yang sudah memberikan jasanya dan berhak menerima imbalan atas
usaha yang dikeluarkan. Kejadian ini termasuk ijarah dalam bentuk jasa. Yang
mana saling mendapat manfaat baik dari ibu sepersusuan yang menerima imbalan

dan orangtua yang mendapat manfaat asi yang diberikan kepada anaknya.
RPN B o TR s oLl ol Lpas) &6

Berdasarkan dua ayat diatas adanya perintah Allah untuk
membayarkan imbalan atas jasa yang diberikan orang lain karena kita telah
mendapatkan kebermanfaatan darinya, hal ini juga berlaku dengan barang
apabila kita menyewa barang tersebut dan mendapat manfaat darinya maka

kita wajib memberikan upah atau imbalan seagai pembayarannya.

Selain itu adapun landasan hukum ijarah berdasarkan riwayat hadis yang

diriwayatkan Ibnu Majah:

23 At-thalaq (65): 6

2 Al-Qashas (28): 26
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Hadis diatas menjelaskan tentang sabda Rasulullah yang menganjurkan
untuk memberi upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Maksud dari
keringat kering ialah sebelum para pekerja ini kehabisan tenaga atau sampai tidak
terpenuhi haknya atas usaha yang telah dilakukannya. Demikian rasulullah sangat
menghargai setiap tetes keringat orang yang sudah bekerja.
Selain riwayat hadis yang menerangkan ijarah dalam bentuk upah atas jasa
berikut hadis tentang ijarah atas sewa menyewa tanah yang diriwayatkan Abu

Dawud:

a/O/
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Hadis diatas menjelaskan tentang pada zaman rasulullah ijarah sudah

pernah terjadi yaitu sewa menyewa tanah dengan imbalan yang dibayarkan berupa

emas dan perak. Sebelum zaman rasulullah sewa menyewa tanah yang terjadi

% Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Hadis nomor 2434

26 Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud ”, diterjemahkan ke dalam bahasa inggris oleh
Nairuddin al-Khattab, Vol. 4 (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2008), Hadis nomor 3393
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dibayarkan dari tanaman yang berada diatas tanah itu sendiri, menjadikan sebagai
yang lain selamat dan sebagian tanah yang lain rusak. Maka dari itu hal ini dilarang
setelah zaman rasulullah dan diperintakan untuk menggantinya dengan emas dan

perak.

Berdasakan landasan hukum ijarah dari al quran dan hadis, dengan
berbagai masalah yang ada tentang sewa menyewa maka para ulama melakukan
ijtihad perihal ijarah. ljtihad tersebut menghasilkan ketentuan sewa meyewa dari
segi akad, rukun, kepemilikan hingga syarat-syaratnya. Maka dari itu dalam
penelitian sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di trotoar Grha Sabha Pramana
UGM peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait praktik sewa menyewa ini apakah
perjanjian, akad hingga kententuan transaksi yang selama ini telah berlangsung

sudah sesuai dengan kententuan hukum islam.
3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah metode ilmiah yang bertujuan untum
mempelajari persamaan dan perbedaan antar sistem hukum. Perbandingan hukum
digunakan untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan yang bersifat nasional
maupun internasional seperti masalah hukum antar golongan maupun peseorangan

yang menyangkut hukum nasional dan hukum asing.?’Soeroso membagi pengertian

27 R, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, him.326
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perbandingan hukum dalam dua arti, yaitu perbandingan hukum sebagai metode

penelitian dan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Perbandingan hukum sebagai metode penelitian dapat digunakan di semua
bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara dan lainnya.
Perbandingan hukum dipakai di segala bidang hukum untuk memperluas
pandangan tentang hukum. Selain itu perbandingan hukum juga dapat mengarah ke
bidang sejarah hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum. Dengan
membandingkan hukum dengan bidang hukum yang lain maka dapat menemukan
perbedaan dan persamaannya, sehingga perbandingan hukum bisa disebut sebagai

suatu metode penelitian.?

Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas meneliti
perbedaan dan persamaan sebagaimana metode penelitian. Melainkan, meneliti
lebih dalam mengenai latar belakang dan sebab dari persamaan dan perbedaan
hukum yang terjadi. Maka dari itu dapat diketahui untuk menyelesaikan suatu
masalah hukum, cara penyelesaiannya belum tentu sama tergantung dengan sistem

hukum yang berlaku.?®

Perbandingan hukum apabila ditinjau dari segi arti kata, mempunyai arti

perbandingan itu sendiri. Perbandingan berasal dari kata banding, yaitu mencari

28 1bid. him. 327

29 1bid. him. 328
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persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih obyek. Dalam hal ini yang

dibandingkan adalah hukum.

Perbandingan hukum apabila ditinjau dari segi permasalahannya, dapat
dibagi menjadi perbandingan hukum umum dan khusus. Perbandingan hukum
umum yaitu perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang membandingkan
hukum dari berbagai negara pada zaman tertentu baik dari sistem, Konsep dan
sumbernya. Perbandingan hukum khusus yaitu membandingkan lembaga hukum
tertentu dari berbagai megara, daerah dan golongan warga negara pada suatu zaman

tertentu.®®

Perbandingan hukum apabila ditinjau dari sifatnya dapat dibagi menjadi
vertikal dan horizontal. Perbandingan hukum bersifat vertikal apabila yang
dibandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu juga.
Perbandingan hukum bersifat horizontal apabila yang dibandingkan adalah
Lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan Lembaga hukum daerah atau

negara lainnya.®!

Tujuan dan manfaat perbandingan hukum apabila ditinjau dari fungsinya
dibagi menjadi tiga yaitu, fungsi teoretis, fungsi praktis dan fungsi dalam

pembinaan hukum. Perbandingan hukum dari segi teoretis mempunyai fungsi

%0 1bid. him. 328

3 1bid. hIm.329
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dalam pengembangan ilmu hukum. Perbandingan hukum dari segi praktisnya
mempunyai fungsi untuk pembentukan hukum baru dan juga penerapannya dalam
penelitian hukum suatu masalah. Perbandingan hukum dari segi pembinaan hukum
mempunyai fungsi untuk membantu menciptaan hukum untuk masa yang akan
datang yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosioogi

hukum, sejarah hukum dan dilatarbelakangi dengan pengetahuan dibidang lain.32

Perbandingan hukum mempunyai dua manfaat yaitu manfaat ilmiah dan
manfaat praktis. Perbandingan hukum secara ilmiah mempunyai manfaat untuk
menemukan persamaan dan perbedaan anatar sistem atau lembaga yang akan
dibandingka. Dengan membandingkan hukum maka dapat mengetahui latar

belakang dan sebab daru persamaan dan perbedaan antar hukum yang ada.3

Perbandingan hukum secara praktis mempunyai manfaat untuk menunjang
usaha pembentukan hukum nasional, menumbuhkan rasa saling pengertian
mengenai hukum yang berlaku, dan penting dalam pelaksaan hukum positif. Selain
dalam praktisnya digunakan dalam hukum nasional, perbandingan hukum juga
penting untuk digunakan dengan hukum negara lain atau hukum lain yang berlaku
di dunia. Hal ini bertujuan agar hukum bisa relevan seiring dengan perkembangan

zaman dengan berbagai masalah yang semakin beragam juga.

32 1bid. hIm.333

3 1bid. hIm.335
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Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum untuk
menganalisis status hukum peralihan hak sewa lapak PKL di trotoar Grha Sabha
Pramana UGM. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi perbedaan prinsip dan
penerapan hukum antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian
perbandingan hukum, tetapi juga solusi praktis dalam memahami pluralisme hukum

di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian adanya metode penelitian merupakan sebuah
keharusan guna menjelaskan metode yang akan menjadi kajian ilmiah. Bertujuan
agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan.
Metode penelitian merupakan suatu Teknik atau prosedur untuk mengumpulkan
dan menganalisi data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu
penelitian dan melakukannya®*. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan
teknik sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field

research yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang

34 sandu Siyoto Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, cet.ke-1, (Sleman: Literasi Media
Publishing, 2015), hIm.99
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akan menjadi objek penelitian®. Lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu
sepanjang jalan trotoar Grha Sabha Pramana UGM.
2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini berisfat kualitatif menggunakan
penelitian analitik-komparatif yaitu dengan memberikan gambaran secara
komperhensif mengenai suatu keadaan dan gejala tertentu secara mendalam. Dalam
skripsi ini kedaan yang terjadi ialah untuk menjelaskan kepastian hukum pada akad
sewa menyewa lapak PKL trotoar Grha Sabha Pramana UGM dalam perbandingan
hukum islam dan hukum positif.
3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh
peneliti dari sumber datanya®. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara penulis dengan para pedagang PKL di trotoar Grha Sabha Pramana
UGM. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi
terstruktur yang menanyakan secara garis besar persamalahan yang diteliti. Dalam

Penelitian ini, penyusun akan mewawancarai PKL yan pernah melakukan peralihan

3 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlim.80

% Sandu Siyoto Ali Sodik, Op.Cit.,, him.67
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hak sewa lapak, sedangkan dari sudut pandang aturan perda yang belaku mengenai
penertiban PKL peneliti akan mewawancarai petugas dari dinas ketertiban. Hasil
wawancara akan digunakan sebagai bahan penyusun dalam mengobservasi data
yang ada.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah
ada.®"Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen hukum,
literatur, dan referensi yang mencakup undang-undang, buku-buku, serta Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data sekunder dari penelitian ini juga akan
mengambil dari beberapa sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Data sekunder dari ketiga sumber ini diharapkan dapat
menjadi landasan penelitian tentang aspek hukum yang terkait dengan penelitian
ini dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para
PKL di trotoar Grha Sabha Pramana UGM.
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari undang-undang yang berlaku di
Indonesia, undang-undang menjadi pijakan utama untuk memahami kerangka
hukum yang mengatur kegiatan pedagang kaki lima dan memberikan dasar hukum
yang mengikat bagi aktivitas mereka.

2) Bahan Hukum Sekunder

37 1bid. .hIm.68
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Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan
penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: buku, kitab undang-undang, kitab
figih, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi petunjuk dan kejelasan
terkait bahan hukum premier dan sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mentabulasikan data jawaban
responden atas kuisioner yang telah dibagikan dan hasil wawancara. Dari hasil
tabulasi tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode deduktif. Setelah
data diperoleh penulis akan menganalisa dengan metode analisis komparatif.
Penelitian ini akan menyajikan hasil studi komparatif dalam prespektif hukum

islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bab yang tersusun
dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan mengenai

latar belakang persoalan berupa alasan penting topik ini dibahas. Kemudian
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rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang teori yang akan digunakan
sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah. Bab
ini berisikan mengenai tinjaun umum perjanjian, yaitu pengertian dan syaratnya.
Tinjaun umum sewa menyewa, Yaiatu pengertian, syarat, berakhinya sewa
menyewa dan peralihan hak sewa. Tinjauan umum ljarah yaitu pengertian, rukun,

syarat dan berakhirnya ijarah.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah
pedagang kaki lima di trotoar Grha Sabha Pramana UGM dan Organisasi

Payuguban Pedagang Kaki Lima UGM.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan analisis yaitu praktek sewa
menyewa lapak pedagang kaki lima di trotoar Grha Sabha Pramana UGM dan
analisis dari perfektif hukum islam dan hukum positif terhadap status hukum lapak

pedagang kaki lima di Grha Sabha Pramana UGM.

Bab kelima, adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi
ini yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian. Pada bagian akhir dalam

bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dijabarkan di bab
sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa lapak PKL di trotoar Grha Sabha Pramana UGM
pelaksanaannya berawal dari pedagang lama yang sudah tidak ingin berjualan
dan memindahkan lapak dengan sewa menyewa. Kemudian pedagang baru
mendatangi paguyuban untuk menanyakan lapak yang kosong. Dan pihak
Paguyuban mencarikan lapak dan pedagang baru dikenakan uang kas sebesar
Rp 500.000 dan sepakat untuk membayar uang sewa setiap tiga bulan sejumlah
Rp 3.750.000 kepada pihak paguyuban.

2. Status hukum peralihan hak sewa lapak pedagang kaki lima di trotoar Grha
Sabha Pramana UGM ditinjau dari hukum islam sah karena memenuhi rukun
dan syarat akad ijarah. Fokus utama terletak pada kejelasan manfaat dan
kesepakatan para pihak, tanpa mempersoalkan status kepemilikan trotoar.
Sedangkan jika ditinjau dari padangan hukum positif, tidak memenuhi syarat
sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata
yaitu syarat obyektif suatu sebab yang halal. Sehingga perjanjian bisa batal

demi hukum, karena obyek yang disewakan tidak memiliki izin untuk
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digunakan dan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para
pihak yaitu pedagang baru dan pedagang lama.

B. Saran

Beberapa saran yang bisa digunakan untuk pihak yang bersangkutan setelah
Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Paguyuban perlu mengurus izin berjualan kepada pemerintah kabupaten
Sleman agar mempunyai izin lokasi resmi dan mendapat perlindungan hukum
apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena keterbatasan waktu penulis
hanya bisa mengkaji hukum islam dari pandangan imam syafii’ maka saran
untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai transaksi
yang terjadi berdasarkan pandangan imam madzhab lain. Selain itu, dalam
pandangan hukum positif, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dari peraturan
daerah yang berlaku.

2. Pemerintah kabupaten Sleman perlu menertibkan para PKL di trotoar Grha
Sabha Pramana UGM dan bertindak tegas terhadap pelaku sewa menyewa
lapak yang terjadi di lapangan. Langkah yang dapat dilakukan seperti
pemberian edukasi kepada pedagang tentang aturan yang berlaku, pendataan
ulang pedagang, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran, seperti praktik
sewa-menyewa Yyang tidak sah dan bekerja sama untuk mengelola dan

menertibkan pedagang kaki lima di sekitar kampus agar lebih teroganisir.
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